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BUPATI SUMBAWA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  

 

 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 

NOMOR    70     TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 

TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  

PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Organisasi Perangkat 

Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa 

Barat serta penyesuaian struktur dan besarnya tarif 

retribusi, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan 

Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan Lokal 

Kabupaten Sumbawa Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentang   Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 

33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi 

Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten 

Sumbawa Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209 );   
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4340); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  

Publik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2009  

Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara   

Republik   Indonesia   Tahun  2005  Nomor  140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan   Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 

Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 132); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);  

21. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun 2016 Nomor 49); 

22.  Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 

Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG 

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA 

BARAT. 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang 

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan Lokal 

Kabupaten Sumbawa Barat diubah sebagai berikut : 
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Pasal 1 

1. Diantara Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 disisip 1 (satu) angka yaitu 

17a, sebagai berikut : 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

17a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

18.   UPTD Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan bidang 

pengelolaan dan pelayanan pembenihan ikan di Kabupaten 

Sumbawa Barat.  

Pasal II 

Ketentuan BAB VI pasal 8 ayat (2) diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 8 

(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

No. Uraian Ukuran/Spesifikasi Harga per Ekor/Kg (Rp) 

1. Benih Ikan   

 a. Ikan Karper Larva (umur 7 hari) Rp 45,-      per ekor 

  1 – 2 cm Rp 200,-    per ekor 

  3 – 4 cm Rp 400,-    per ekor 

  5 – 6 cm Rp 600,-    per ekor 

  7 – 8 cm Rp 800,-    per ekor 

  9 – 10 cm Rp 1.000,- per ekor 

  11 – 12 cm Rp 1.200,- per ekor 

 b. Ikan Nila Larva (umur 7 hari) Rp 35,-      per ekor 

  1 – 2 cm Rp 100,-    per ekor 

  3 – 4 cm Rp 250,-    per ekor 

  5 – 6 cm Rp 450,-    per ekor 

  7 – 8 cm Rp 650,-    per ekor 

  9 – 10 cm Rp 850,-    per ekor 

  11 – 12 cm Rp 1.100,- per ekor 

 c. Ikan Lele Dumbo Larva (umur 7 hari) Rp 40,-      per ekor 

  1 – 2 cm Rp 150,-    per ekor 

  3 – 4 cm Rp 300,-    per ekor 
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  5 – 6 cm Rp 500,-    per ekor 

  7 – 8 cm Rp 700,-    per ekor 

  9 – 10 cm Rp 1.000,- per ekor 

  11 – 12 cm Rp 1.200,- per ekor 

2. Calon Induk Ikan   

 a. Ikan Karper 300 – 750 gr Rp 50.000 per ekor 

 b. Ikan Nila 200 – 500 gr Rp 17.500 per ekor 

 c. Ikan Lele Dumbo 500 – 1.000 gr Rp 45.000 per ekor 

3. Ikan Konsumsi   

 a. Ikan Karper 750 – 2.000 gr Rp 40.000 per kg 

 b. Ikan Nila 500 – 1.000 gr Rp 30.000 per kg 

 c. Ikan Lele Dumbo 1.000 – 1.500 gr Rp 25.000 per kg 

 

Pasal III 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat.  

 

      Ditetapkan di Taliwang  

 Pada tanggal   4 April  2018 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 
 

   dto 

        

W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang 

pada tanggal     4 April    2018 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

 dto 

 A. AZIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 70 


